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MUHAMMAD ABDILLAH ABIDIN (B121 12 149), FUNGSI TENAGA 
AHLI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG, di 
bawah bimbingan Syamsul Bachri sebagai Pembimbing I dan 
Muh.Hasrul sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Tenaga Ahli 
dan fungsi Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dalam Pembentukan Undang-Undang. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis 
bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, 
yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan 
(literature study) dan studi lapangan (field study). Teknis analisis bahan 
hukum yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan 
mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan 
dengan menafsirkan data yang diperoleh. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Kedudukan Tenaga 
Ahli secara tegas telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. 
Tetapi faktanya masih ada Tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan 
persyaratan yang ditentukan dikarena rekrutmen yang dilaksanakan tidak 
sesuai syarat yang  telah ditentukan pada undang-undang. Kedua, Fungsi 
Tenaga Ahli Anggota terhadap pembentukan undang-undang tidak atur 
secara khusus didalam perundang-undangan. Sehingga Tenaga Ahli 
Anggota hanya memberikan saran dan pendapat kepada Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembentukan Undang-
Undang.  
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A. Latar Belakang  
Pada prinsipnya di dalam suatu Negara terdapat tiga jenis 
kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan 
eksekutif adalah untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. 
Kekuasaan legislatif adalah untuk membuat undang-undang. Sedangkan, 
kekuasaan yudikatif adalah untuk mengontrol apakah undang-undang 
dijalankan secara benar atau tidak.1 Seperti yang kita ketahui bersama 
kekuasaan legislatif yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. Dalam pasal 19 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan 
bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan 
umum”.  
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi yang sangat penting 
dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam UUD 1945 
Pasal 20A ayat 1 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Raykat memiliki 
fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. 
Menurut pandangan para pakar ahli hukum terdapat pandangan 
tersendiri tentang fungsi DPR, diantaranya Bintan R.Saragih DPR 
mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi perundang-undangan, fungsi 
pengawasan dan fungsi pendidikan politik. Fungsi perundang-undangan 
mencakup pembentukan undang-undang seperti UU Pemilu, 
                                                          
     1 Mexsasai Indra, 2011, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Refika Adiatma; Bandung, 
hal. 152. 
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pembentukan UU tentang APBN, dan ratifikasi perjanjian-perjanjian 
dengan negara lain. Fungsi pengawasan dijalankan untuk mengawasi 
eksekutif agar berfungsi menurut undang-undang yang dibentuk oleh 
DPR. Fungsi Pendidikan Politik dilakukan melalui pembahasan-
pembahasan kebijaksanaan pemerintah di DPR yang kemudian dimuat 
serta diulas dalam media massa sehingga rakyat dapat mengikutinya dan 
secara tidak langsung rakyat dididik ke arah warga negara yang sadar 
akan hak dan kewajibannya.2 Sedangkan BN.Marbun menyatakan bahwa 
DPR mempunyai 5 fungsi yaitu bersama-sama dengan presiden 
membentuk undang-undang, bersama-sama dengan presiden 
menetapkan APBN, melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU, APBN 
dan kebijaksanaan pemerintah, membahas hasil pemeriksaan atas 
pertanggung-jawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK, 
dan melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh MPR. Khusus untuk 
fungsi anggaran, diatur dalam Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3 Berangkat dari hal diatas, dapat 
diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tentunya memiliki fungsi yang 
sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  
Amandemen Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan yang jelas 
bahwa DPR memiliki kekuasan membentuk undang-undang. Hal ini 
                                                          
     2 Bintan R. Saragih, 1991, Peranan DPR GR Periode 1965 dalam Menegakkan Kehidupan 
Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,penerbit 
Universitas Padjadjaran Bandung; Bandung, hlm 108 . 
     3 BN.Marbun,1992, DPR RI Pertumbuhan dan Perkembangan, PT. Gramedia Pustaka Utama; 
Jakarta, hlm. 177 
3 
sangatlah berbeda pada saat sebelum amandemen Undang-undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih menempatkan peran 
sentral eksekutif dalam pembentukan undang-undang. Tujuan perubahan 
UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar pemerintahan negara 
secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan 
yang lebih tegas dengan prinsip check and balance yang ketat dan 
transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk 
mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. 
Pasca reformasi terjadi erosi kewenangan legislasi, yang pada mulanya 
cenderung berada di Presiden (executive heavy) menjadi kewenangan 
DPR (legislative heavy). Kontruksi ketentuan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 tersebut di atas merupakan hasil amandemen konstitusi yang 
memperkuat kembali kekuasaan pembentukan undang-undang yang kini 
berada di DPR sebagai lembaga legislatif yang sesungguhnya.4 Dengan 
adanya posisi yang demikian inilah, maka organ pembentuk, tata cara dan 
proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi titik sentral 
dari pembangunan sistem hukum nasional.5 
Berangkat dari itu Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan 
fungsi yang sangat penting. Selain itu, secara khusus, pembentukan RUU 
memerlukan keahlian khusus padahal anggota DPR tidak dipersyaratkan 
memiliki keahlian tersebut. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi 
                                                          
     4 A.M. Fatwa dalam Ahmad Yani, 2011,  Pembentukan Undang-undang dan Perda, Rajawali 
Pers, Jakarta, hal. 96. 
    5 B. Hestu Cipto Handoyo, 2014,  Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, 
Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 53. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi 
konstitusionalnya dipandang perlu adanya dukungan Tenaga Ahli dan Staf 
Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
Dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi, atau teknis, baik 
bagi Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, maupun Fraksi dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. 
Berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 pasal 417 Tenaga 
ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR, dan tenaga ahli 
fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPR, anggota dan 
fraksi. Perekrutan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota agar 
diperoleh Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang memiliki 
kompetensi dan integritas dalam memberikan dukungan keahlian, 
administrasi, atau teknis baik bagi Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, 
maupun Fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana 
yang telah diatur didalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang 
Tata Tertib DPR RI yang tertera pada pasal 301 Tenaga Ahli  dan 
Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga 
Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.  
Keberadaan Tenaga Ahli DPR ini hadir untuk membantu Anggota DPR 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Seperti yang diketahui 
bahwa kompetensi anggota DPR masih belum memadai, apalagi dalam 
keterampilan pembuatan legal drafting yang membutuhkan keterampilan 
5 
khusus. Meskipun dalam praktiknya keberadaan tenaga ahli belum 
membawa dampak positif bagi kinerja parlemen.  
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti 
Zuhro menilai, keberadaan tenaga ahli belum membawa dampak positif 
bagi kinerja parlemen.  ribuan tenaga ahli yang bekerja di Senayan kua-
litasnya masih di bawah standar. “Kinerja dewan karena kualitas tenaga 
ahli juga masih kurang,” katanya, . Zuhro mensinyalir, kurang efektifnya 
kinerja tenaga ahli dalam menunjang kinerja DPR disebabkan kesalahan 
dalam proses rekrutmen. Selama ini rekrutmen tenaga ahli tidak indepen-
den, karena melibatkan campur tangan anggota. “Akibatnya kualitas 
mereka tidak sesuai, karena rekrutnya juga tidak menegakan stan-
darisasi,” ujarnya. Ke depan, Zuhro menyarankan, rekrutmen tenaga ahli 
tidak lagi dilakukan oleh pihak sekretariat dan anggota dewan. Sebaiknya, 
usul dia, rekrutmen dilakukan pihak ketiga dengan melibatkan kampus. 
“Pihak ketiga saja yang melakukan seleksi. Agar kualitas tenaga ahli 
benar-benar sesuai standar,” sarannya. Selain itu Ketua Forum 
Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) ini menilai, rekrut-
men Tenaga Ahli (TA) oleh anggota DPR belum profesional. Rekrutmen 
TA kerap subjektif dan berbau nepotisme. “TA banyak yang jarang masuk, 
ada juga yang cuma dipekerjakan karena hubungan kekerabatan. Model 
begini harus dihilangkan.  Rekrutmen TA harus sesuai kapasitas dan kom-
6 
petensi,” katanya.6 
Kehadiran tenaga ahli yang seharusnya dapat membantu tapi tetapi 
faktanya yang disebut tenaga ahli tidak direkrut secara ketat sesuai 
kebutuhan DPR. Masih banyak Tenaga Ahli yang tidak paham dengan 
pekerjaaanya, sehingga DPR RI masih kurang efektif menjalankan 
tugasnya dan terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Berdasarkan 
uraian diatas penulis kemudian ingin mengangkat sebuah penelitian 
berjudul “Fungsi Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Terhadap Pembentukan Undang-Undang”. 
B. RUMUSAN MASALAH  
1. Bagaimanakah kedudukan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ? 
2. Bagaimana fungsi Tenaga Ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dalam pembentukan undang-undang? 
C. TUJUAN PENELITIAN  
1. Untuk mengetahui kedudukan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 
2. Untuk mengetahui fungsi Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dalam pembentukan undang-undang. 
 
                                                          
          6http://news.metrotvnews.com/read/2016/02/05/480174/formappi-ragukan-kualitas-
tenaga-ahli-anggota-dpr, diunduh pada tanggal 19 april 2016 pukul 22.14 
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D. KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan 
memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan 
dengan pelaksanaan wewenang dalam menganalisis mengenai 
permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut 
kedudukan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan 
bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya 
kepada Tenaga Ahli Anggota dalam melaksanakan tugas dan 





A. Negara Hukum 
1. Konsep Negara Hukum   
Secara embrionik, gagasan negara hukum telah di kemukakan oleh 
Plato, ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang di buat di 
usia tuanya. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa 
penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada 
pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini 
semakin tegas ketika di dukung oleh muridnya, Aristoteles, yang 
menuliskannya dalam buku Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara 
yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan 
berkedaulatan hukum.7 
Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan 
tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian muncul kembali 
secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep 
rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran 
Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat ) 
adalah sebagai berikut : 
1. Perlindungan hak asasi manusia 
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak itu 
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan  
                                                          
     7 Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm. 2. 
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4. Peradilan administrasi dalam perselisihan8 
Berbeda dengan konsep rechtsstaat, konsep The Rule of Law 
mempunyai tolak ukur / unsur unsur sebagai berikut : 
1. Supremasi hukum atau supremacy of law. 
2. Persamaan di depan hukum atau equalit before the law. 
3. Konstitusi yang di dasarkan atas hak hak perseorangan atau 
contitution based on individual right. 
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.9 
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada 
konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara 
Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi. “Konsep 
rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut “civil 
law” atau “modern roman law” Dalam perkembangannya konsepsi Negara 
hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan diantaranya : 
1. Sistem pemerintahan negara yang di dasarkan atas kedaulatan rakyat. 
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 
harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang undangan. 
3. Adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia.  
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. 
5. Adanya pengawasan dari badan badan peradilan yang bebas dan 
mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar benar tidak 
memihak dan tidak beradah di bawah pengaruh eksekutif. 
                                                          
     8 Ibid, hlm. 3.  
     9Achmad Ruslan, 2013, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan Di Indonesia, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta; Yogyakarta, hlm. 21. 
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6. Adanya peran yang nyata dari anggota anggota masyarakat atau 
warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 
pelaksanaan kebijaksanaan yang di lakukan oleh pemerintah. 
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang 
merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga 
negara.10 
Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari 
falsafah dan sosio politik yang melatar belakanginya, terutama pengaruh 
falsafah Individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara 
sebagai primus interpares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, 
unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu 
menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan 
negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagiyum yang begitu 
popular dan Lord Acton, yaitu “power tends to corrupt, but absolute power 
corruptabsolutely “ (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung 
untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak 
terbatas (absolut) pasti akan disalah gunakan ).11 
Model negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah 
disebut dengan demokrasi konstitusional, dengan ciri pemerintah yang 
demokrtis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak 
dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. 
Dengan kata lain, esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan 
                                                          
     10 Ridwan HR, Loc.cit.hlm. 4-5. 
      11 Ibid, hlm. 5. 
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terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu keberadaan konstitusi 
dalam suatu Negara merupakan condition sine quanon  negara dan 
konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu 
dengan yang lainnya, bila negara hukum diidentikan dengan keberadaan 
konstitusi dalam suatu negara dalam abad ke-20 ini hampir tidak suatu 
Negara pun yang menganggap suatu negara modern tanpa menyebutkan 
dirinnya “ negara berdasar atas hukum “ Negara hukum identik dengan 
Negara yang berkonstitusi atau Negara yang menjadikan konstitusi 
sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan 
kemasyarakatan.12 
Negara hukum demokratis, Negara hukum bertumpu pada 
konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, 
yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Hubungan antara negara 
hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa 
pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum 
tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara 
paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan 
demikian Negara hukum yang bertopeng pada sistem demokrasi dapat 
disebut sebagai Negara hukum demokratis.13 
Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main 
sebagai dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan 
kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain 
                                                          
     12 Ibid, hlm. 6. 
     13 Ibid, hlm. 8. 
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:(diletakan untuk menata masyarakat yang damai ,adil dan bermakna) 
artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan 
kenegaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada 
keadilan,kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara 
hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata 
kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.14 
2. Tipe Negara Hukum 
Pemikiran negara hukum timbul sebagai reaksi atas konsep negara 
polisi (polizei staat). Dengan mengikuti Hans Nawiasky, polizei terdiri atas 
dual hal, yaitu sicherheit polizei dan verwaltung polizei. sicherheit polizei 
yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, verwaltung 
polizei yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau 
penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara. Oleh karna itu, 
negara polisi artinya negara yang menyelenggarakan ketertiban dan 
keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga 
negaranya. Andaikata kedua fungsi itu di selenggarakan dengan baik, 
artinya benar benar memperhatikan kebutuhan warga negaranya, maka 
hal itu tidak akan menimbulkan permasalahan, seperti di sebutkan oleh R. 
Von Mohl sebagai polisi yang baik dan melaksanakan fungsinya berdasar 
atash hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat.15 
Tetapi yang terbanyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak 
secara sewenang wenang, dan bukan saja mengabaikan kepentingan 
                                                          
     14 Ibid, hlm. 22. 
     15 Romi Librayanto, 2009, Ilmu Negara, Pustaka Refleksi; Makassar, hlm. 153. 
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masyaraka, tetapi juga menyalahgunakan wewenangnya untuk 
kepentingannya sendiri ataupun untuk kelompoknya saja. Praktek 
kekuasaan sewenang wenang dapat di lihat pada pemerintahan Louis XIV 
dari Prancis yang membawa akibat timbulnya Revolusi Prancis pada 
tahun 1789. Sejarah negara hukum di prancis dapat di anggap mulai sejak 
revolusi 4 juli 1789 tersebut.16 
Teori negara berdasrkan hukum (negara hukum) secara esensi 
bermakna bahwa hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap 
penyelenggara negara untuk tunduk pada hukum (subject to the law). 
Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law), semuanya berada di 
bawah hukum (under the rule of law). Dengan kedudukan ini, tidak boleh 
ada kekuasaan sewenang wenang atau penyalah gunaan kekuasaan.17 
a. Negara Hukum Formal 
Kalau pada masa sebelumnya yang berperan dalam kegiatan 
kenegaraan bersama raja adalah hanya kaum bangsawan dan para 
pendeta saja, maka sejak saat itu kaum borjuis mulai memegang peranan 
dalam kegiatan kehidupan bernegara, dan semakin lama peran kaum 
borjuis ini semakin besar, terutama ketika raja  memerlukan dana yang 
semakin besar untuk memebiayai peperangan. Raja membutuhkan 
bantuan dana yang cukup besar dari kaum borjuis, akibatnya peranan 
kaum borjuis dalam menagatur negara pum semakin besar. Sebab, 
apabila raja tidak memperhatikan usulan kepentingan kaum borjuis ini, 
                                                          
     16 Ibid, hlm. 154. 
     17 Ibid, hlm,. 154. 
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maka tentulah raja tidak akan mendapatkan bantuan dana tersebut. 
Kehadiran golongan borjuis yang turut berperan dalam pemerintahan telah 
memberikan pengaruh yang cukup besar bagi lahirnya negara hukum di 
Prancis maupun di Jerman. Sebagaimana telah di kemukana bahwa pihak 
yang bereaksi terhadap negara polisi adalah orang orang kaya dan 
pandai, yang di sebut sebagai kaum borjuis liberal. Oleh karna itu, konsep 
negara hukum hasil pemikirannya pun dinamakan Negara Hukum 
Liberal.18 
Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar supaya negara 
berstatus pasif. Artinya, negara harus tunduk pada peraturan peraturan 
negara. Penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Di sini, 
kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada 
suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang 
menguasai penguasa.19 
Menurut Kant, kaum borjuis menginginkan agar hak hak dan 
kebebasan pribadi masing masing tidak di ganggu. Mereka tidak ingin di 
rugikan. Yang mereka inginkan ialah agar penyelenggaraan 
perekonomian di serahkan kepada mereka dan negara jangan turut 
campur dalam penyelenggara perekonomian tersebut. Jadi, hanya 
Wohlfart Polizei. Sedangkan Secherheit polizei, yaitu penjaga tata tertib 
dan keamanan tetap di selenggarakan oleh negara. Jadi, fungsi negara 
dalam negara hukum liberal ini hanyalah menjaga tata tertib dan 
                                                          
     18 Ibid, hlm. 154. 
     19 Ibid, hlm. 154. 
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keamanan, atau dikenal dengan istilah “negara sebagai penjaga malam”.20 
Penyelenggaraan perekonomian dalam negara hukum liberal 
berasaskan persaingan bebas, siapa yang kuat dia yang menang. 
Kepentingan masyarakat tidak usah di perhatikan. Yang penting adalh 
kaum liberal mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Dengan 
demikian, penyelenggaraan perekonomian yang di serahkan penuh 
kepada swasta, tanpa pemerintah atau negara campur tangan, tidak 
mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak. Yang makmur hanyalah 
konglomeratkaum liberal saja.21 
Konsep negara hukum liberal dari Kant tersebut biasa juga di 
katakan sebagai Negara Hukum Formal. Dalam khasanah pemikiran 
hukum klasik, konsepsi negara hukum merupakan terjemahan dari 
rechtstaat yang berkembang di eropa kontinental. Salah satu ciri pinting 
dari konsep negara hukum formal ini adalah sifat pemerintahan yang 
pasif, artinya pemerintah sekedar berperan sebagai wasit atau pelaksanan 
dari berbagai keinginan rakyat yang di presentasikan oleh anggota 
parlemen. Negara baru bergerak dalam urusan privat, apabila masyarakat 
yang bercorak pluralis liberal tersebut menghendakinya. Sementara itu, 
tugas pokok pemerintah yang paling utama adalah menjamin dan 
melindungi kedudukan ekonomi golongan rulling class.22 
b. Negara Hukum Materil 
Menjelang pertengahan abad XX, tepatnya setelah Perang Dunia I, 
                                                          
     20 Ibid, hlm. 155. 
     21 Ibid, hlm. 155.  
     22 Ibid, hlm. 156. 
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konsep negara hukum formal mulai menpat gugatan karena ternyata telah 
menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah tengah 
masyarakat. Para pemilik modal dalam lembaga perwakilan dengan 
kekayaan yang dimiliki, mereka dapat  merekayasa pemilu untuk mengisi 
parlemen. Sehingga wakil wakil yang terpilih dari kalangan mereka. 
Parlemen yang di dominasi oleh kaum pemilik modal ini kemudian 
membuat prodak hukum yang menguntungkan kaum kapitalis sehingga 
eksploitasi dari kaum kaya kepada kaum tak punya mendapatkan 
landasan hukum. Menghadapi keadaan yang seperti itu, pemerintah tidak 
dapat berbuat apa apa karena menurut prinsip negara hukum formal, 
pemerintah hanya bertugas sebagai pelaksana undang undang tanpa 
boleh turut campur terhadap apa yang di lakukan oleh masyarakat, sejauh 
tidak bertentangan dengan undang undang. keadaan seperti inilah yang 
kemudian menimbulkan ketidakpuasan,dan memunculkan negara hukum 
materil (negara kesejahtraan / welfare statev).23  
Gagasan negara hukum formal, bahwa pemerintah dilarang turut 
campur dlam kegiatan masyarakat, bergeser ke arah paham baru, bahwa 
pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahtraan masyarakatnya, 
dan tidak boleh bersikap pasif. Dalam bidang ekonomi, harus di ambil 
sistem yang dapat menguasai kekuatan kekuatan ekonomi dan mampu 
memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama harus mampu 
mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Untuk 
                                                          
     23 Ibid, hlm. 156.   
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itu, pemerintah di beri kewenangan yang luas dengan freies ermessen, 
yakni kewenangan untuk turut campur tangan dalam berbagai kegiatan 
masyarakat dengan cara cara pengaturan, penetapanm dan material 
daad. Perumusan ciri negara hukum dari konsep rechtsstaat yang di 
kemukakan oleh F.J. Stahl dan the rule of lae  yang di kemukakan oleh 
A.V. Dicey diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan 
pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas tugasnya.24 
B. Teori Efektivitas Hukum 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil 
guna atau menunjang tujuan. 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of 
social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam 
masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara 
stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga 
memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang 
maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. 
Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari 
                                                          
     24 Ibid, hlm. 157. 
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pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional 
atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar 
supaya hukum berlaku efektif. 
Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu 
ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita 
akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. 
Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi 
kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya 
karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung 
pada kepentingannya.25 
Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa 
kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat 
compliance, identification, internalization. Berbeda dengan pendapat dari 
C.G. Howard & R. S. Mumnresyang berpendapat bahwa seyogianya yang 
kita kaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan 
kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri 
berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap 
keduanya.26 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktorfaktor 
apa yang mempengaruhinya 
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-
                                                          
     25 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana; Jakarta hlm. 375. 
     26 Ibid, hlm. 376 
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faktor apa yang mempengaruhinya. 
Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, 
maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu 
perundangundangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara 
lain:27  
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 
didalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan 
(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 
legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari 
para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan 
tersebut.28 
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 
dalam penegakan hukum pada lima hal yakni, faktor hukumnya sendiri, 
                                                          
     27 Ibid, hlm. 378 
     28 lbid, hlm. 379. 
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faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan 
faktor kebudayaan.29 
Ketika kita mengatakan bahwa suatu aturan hukum sudah efektif, 
berarti hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:30 
1. Kaidah Hukum Di dalam teori-teori hukum, dapat dibedakan tiga 
macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu 
diungkapkan sebagai berikut : 
a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau 
terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. 
b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut 
efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya 
oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat (teori 
kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari 
masyarakat. 
c. Kaidah hukum berlaku secara filsufis, yaitu sesuai dengan cita 
hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 
Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka 
setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab 
: (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan 
                                                          
     29 Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 
Grafindo Persada; Jakarta, hlm. 9. 
      30 Zainuddin Ali, 2005. Sosiologi Hukum, Sinar Grafika; Jakarta, hlm. 62-65. 
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kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara 
sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan 
pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinnya kaidah 
itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius contituendum). 
Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persoalan 
efektivitas hukum di Indonesia.Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum 
atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat 
dikembalikan kepada empat faktor yang telah disebutkan. 
2. Penegak Hukum 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas 
pada strata atas, menengah, dan bawah.Artinya, di dalam melaksanakan 
tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliiki suatu 
pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang 
lingkup tugas-tugasnya. 
3. Sarana/Fasilitas 
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu 
aturan tertentu.Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang 
berfungsi sebagai faktor pendukung.Misalnya, bila tidak ada kertas dan 
karbon yang cukup serta mesin ketik yang cukup baik, bagaimana 
petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu 
kejahatan.Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak 
dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang 
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proporsional.Kalau peralatan dimaksud sudah 38 ada, faktor-faktor 
pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting.Memang 
sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal 
fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan 
untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya 
kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu 
peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, 
dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada :  
1. Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat 
berfungsi.  
2. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan 
jangka waktu pengadaannya;  
3. Apa yang kurang, perlu dilengkapi;  
4. Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;  
5. Apa yang macet dilancarkan;  
6. Apa yang telah mundur, ditingkatkan. 
4. Warga Masyarakat  
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 
warga masyarakat.Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 
mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut 
derajat kepatuhan.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat 
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
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 Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 81/PIMP/I/2009-2010 tentang Pedoman Umum 
Rekrutmen Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
Pengertian Tenaga Ahli : 
1. Tenaga Ahli Anggota Dewan 
Tenaga Ahli Anggota Dewan adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang sifatnya tidak tetap, memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan disiplin ilmunya serta pengalaman dibidangnya guna 
memberikan dukungan keahlian pada pelaksaan tugas-tugas Anggota 
Dewan. 
2. Tenaga Ahli Kelengkapan Dewan 
Tenaga Ahli Kelengkapan Dewan adalah tenaga non Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang sifatnya tidak tetap, memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan disiplin ilmunya serta pengalaman dibidangnya guna 
memeberikan dukungan keahlian pada pelaksaan tugas-tugas Alat 
kelengkapan Dewan. 
3. Tenaga Ahli Fraksi 
Tenaga Ahli Fraksi Adalah tenaga non Pegawai Negeri sipil (PNS) 
yang sifatnya tidak tetap, memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
disiplin ilmunya serta pengalaman dibidangnya guna memberikan 
dukungan keahlian pada pelaksaan tugas-tugas Fraksi.  
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2. Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli 
 Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan 
Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:  
1. Dalam Pasal 29 diatur bahwa Tenaga Ahli Anggota bertugas: 
a. mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau Alat Kelengkapan 
Dewan dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup;  
b. menyusun telaah, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang 
berkembang di daerah pemilihan Anggota;  
c. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di 
bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;  
d. menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja Anggota;   
e. mendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke 
daerah pemilihan;  
f. membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan 
pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja;  
g. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada 
Anggota;  
h. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi 
kinerja DPR; 
i. memberikan masukan kepada Anggota; dan  
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara 
berkala. 
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2. Dalam Pasal 30 diatur bahwa Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan 
bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Alat 
Kelengkapan Dewan yang bersangkutan antara lain: 
a. mendampingi rapat Alat Kelengkapan Dewan;  
b. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di 
bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;  
c. menyiapkan bahan untuk keperluan Alat Kelengkapan Dewan;  
d. membantu menyiapkan simpulan rapat Alat Kelengkapan Dewan;  
e. membantu melakukan verifikasi sesuai dengan tugas Alat 
Kelengkapan Dewan;  
f. mendampingi Alat Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan 
kunjungan kerja dan membuat laporan hasil kunjungan kerja;  
g. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Alat 
Kelengkapan Dewan;  
h. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi 
kinerja DPR;  
i. memberikan masukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan; 
dan  
j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Alat Kelengkapan 
Dewan secara berkala.  
3. Dalam pasal 31 diatur bahwa Tenaga Ahli pada Fraksi DPR bertugas: 
a. mendampingi rapat Fraksi;  
b. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di 
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bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;  
c. menyiapkan bahan untuk keperluan Fraksi;  
d. membantu menyiapkan simpulan rapat Fraksi;   
e. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada 
Fraksi;  
f. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi 
kinerja DPR;  
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Fraksi;  
h. membuat daftar inventarisasi masalah pembahasan rancangan 
undang-undang;  
i. memberikan masukan kepada pimpinan Fraksi;  
j. membantu pelaksanaan seminar atau lokakarya (workshop) yang 
diselenggarakan oleh Fraksi;  
k. melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Fraksi; dan  
l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Fraksi secara 
berkala. 
Tugas dan fungsi tenaga ahli juga diatur dalam Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pada pasal 303 ayat 





D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
1.  Susunan Dewan Perwakilan Rakyat 
 Praktek-praktek selama masa pemerintahan Presiden Soekarno 
dan presiden Soeharto tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945. 
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak mengatur 
mengenai susunan dan keanggotaan DPR. Walaupun demikian, para 
penyusun UUD 1945 menghendaki susunan dan kedudukan DPR hanya 
terdiri dari wakil-wakil partai politik dan diisi melalui pemilihan umum.31 
 Adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan 
umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang 
secara implisit menjiwai pembukaan UUD 1945, dimana seluruh anggota 
DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini sesuai faham demokrasi 
perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan 
atas dasar pemilihan (representation by election). Dengan dipilihnya 
anggota DPR melalui pemilihan umum, maka demokrasi semakin 
berkembang dan sebelum diadakan perubahan UUD 1945, ketentuan 
mengenai keanggotaan, susunan dan waktu sidang MPR diatur dalam 
satu pasal yaitu Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Setalah diadakan 
perubahan, ketentuan Pasal 19 menjadi tiga ayat. Dalam rumusan baru , 
Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui 
pemilihan umum, ayat (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur 
dengan undang-undang, ayat  (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang 
                                                          
      31 Arsyad Mawardi, 2013, Pengawasan dan Keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Rasail Media Group; Semarang. 
hlm. 191. 
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sedikitnya sekali dalam setahun.32 
2.  Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 
 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut Sri Soemantri 
Mortosoewignjo, dimaksud sebagai upaya untuk menghindari manipulasi 
kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden 
Soeharto.33 Disamping itu, perubahan itu untuk menyeimbangkan 
kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dianggap 
executive heavysehingga tercipta checks and balances system.34 
 Pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, subtansi 
yang diubah menyangkut 2 hal, pertama memberdayakan Dewan 
perwakilan rakyat, sedangkan kedua membatasi kekuasaan Presiden. 
Semula presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang 
dengan persetujuan DPR, maka perubahan pertama ini terjadi 
kebalikannya.35 Artinya Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 
ayat (1) perubahan pertama yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan Presiden 
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
perubahan pertama. 
Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa setiap rancangan undang-
                                                          
      32 Ibid., hlm. 192 
      33 Ibid. 
      34 Ibid. 
      35 Ibid. 
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undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. Dalam ayat (3) dinyatakan jika 
rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Ayat (4) 
menyatakan Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang 
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 
Perubahan Pasal 20 UUD 1945 dimaksudkan untuk 
memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif 
yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan 
pasal ini merubah peranan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya 
hanya bertugas mambahas dan memberikan persetujuan terhadang 
rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden, sekarang anggota-
anggotanya berhak mengajukan rancangan undang-undang. 
Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari 
sebelumnya ditangan presdien dialihkan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat 
fungsi-fungsi lembaga negara, sesuai bidang tugasnya masing-masing 
yakni  Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-
undang(kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana 
undang-undang (kekuasaan eksekutif). 
Namun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur 
kekuasaan Presiden dibidang legislatif , antara lain ketentuan bahwa 
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pembahasan setiap rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dilakukan secara bersama-bersama dengan Presiden. 
Dengan pergeseran kewenangan membentuk undang-undang ini, 
maka sesungguhnya ditinggalkan pula teori pembagian kekuasaan 
(distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR menjadi pemisahan 
kekuasaan (separation of power) dengan prinsip checks and balances 
sebagai ciri melekatnya, yang sekaligus merupakan penjabaran lebih jauh 
dari kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensiil.36   
Selanjutnya salam perubahan kedua UUD 1945mengenai 
ketentuan rancangan undang-undang yang disetujui bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden tetapi tidak disahkan oleh Presiden, 
diatur didalamnya Pasal 20 ayat (5) yang melengkapi ketentuan Pasal 20 
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Rumusan pasal 20 ayat (5) adalah 
sebagai berikut: dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh 
hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 
undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 
diundangkan. 
Ketentuan ini rumuskan karena adanya kebutuhan untuk mecari 
solusi konstitusional apabila tidak dilakukan pengesahan oleh Presiden 
atas sebuah RUU yang telah disetujui bersama anatar DPR dan Presiden 
sehingga tidak menentukan pengundangan RUU tersebut. Selain itu, 
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belajar dari praktek ketatanegaraan dimasa lalu dimana terdapat suatu 
RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden, tetapi 
tetapi ternyata tidak disahkan oleh Presiden. Hal ini dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran hukum yang akan 
mendapatkan dampak negatif dalam kehidupan kenegaraan. 
Dengan adanya ketentuan tersebut, ditandatangani atau tidak 
ditandatangani suatu RUU yang telah disetujui bersama DPR dan 
Presiden oleh Presiden, RUU itu secara serta merta (otomatis) secara 
resmi menjadi undang-undang yang sah menurut hukum dan menjadi 
hukum yang berlaku setelah lewatkan waktu tiga puluh hari sejak RUU itu 
disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.37 
Rumusan ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan 
kekuasaan membentuk undang-undang yang ada ditangan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Selain itu, ketentuan Pasal 20 ayat (5) ini terkait 
dengan Pasal 22 ayat (1) yang mengatur kekuasaan Presiden dalam hal 
ini ikhwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang. 
Dengan dan melalui perubahan tersebut, maka kedudukan Dewan 
Perwakilan Rakyat menjadi kuat, tidak hanya terbatas pada penetapan 
undang-undang akan tetapi juga berperan terhadap pengangkatan para 
pejabat Negara,38 sebelumnya adanya perubahan UUD 1945, Presiden 
sebagai kepala negara mempunyai wewenang umtuk menentukan sendiri 
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duta dan konsul serta menerima duta negara lain. Duta besar yang 
diangkat oleh Presiden merupakan wakil Negara Indonesia, di negara 
dimana ia ditempatkan. Kedudukan itu menyebabkan Duta besar  
mempunyai peranan penting dan berpengaruh dalam menjalankan tugas-
tugas kenegaraan yang menjadi wewenangnya. Mengingat pentingnya hal 
tersebut, maka Presiden dalam mengangkat dan menerima duta besar 
sebaiknya diberikan pertimbangan oleh DPR. Pertimbangan DPR 
mengikat secara yuridis formal tetapi perlu diperhatikan secara sosial 
politis. Selain itu, pertimbangan DPR dalam menerima Duta asing juga 
dimaksud agar pemerintah apabila menolak Duta asing yang diajukan 
oleh Negara lain karena telah ada pertimbangan DPR. Adanya 
pertimbangan DPR tersebut agar terjalin checks and balances antar 
Presiden dan DPR di mana mereka saling mengawasi dan saling 
mengimbangi dalm hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.39 Begitu 
pula dalam pemberian amnesti dan abolisi.40 Dalam hal ini diperlukan 
adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat karena didasarkan pada 
pertimbangan politik. Karena itu, DPR sebagai lembaga 
perwakilan/lembaga politik kenegaraan adalah lembaga negara paling 
tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pemberian 
amnesti dan abolisi. Selain itu dimaksud agar terjalin checks and balances 
antar Presiden dan DPR. 
Dalam usaha memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, 
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maka pada perubahan kedua UUD 1945 ditentukan bahwa DPR memiliki 
fungsi pengawasan. Hal ini sesuaindengan ketentuan pasal 20A ayat (1) 
yang menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, 
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.” Materi muatan tersebut 
merupakan ketentuan konstitusional, yang semula diatur dalam peraturan 
yang lebih rendah dari UUD 1945, bahkan ada yang diatur dalam 
peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat.41 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam pasal 
20A ayat (1) UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting karena 
akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dengan terlebih dulu mengajukan permintaan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan 
memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Presiden dan 
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana 
ketentual pasal 7A UUD 1945 yang dapat berakibat Presiden dan Wakil 
Presiden diberhentikan.42 Selain fungsi fungsi pengawasan sebagaimana 
tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai hak-hak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) sampai (4): 
a. Ayat (2) “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur 
dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan 
pendapat.” 
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b. Ayat (3) “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-
Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 
pendapat serta hak imunitas. 
c. Ayat (4) “Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat 
dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-
undang”. 
Ketentuan ini dimaksud untuk menjadikan Dewan Perwakilan 
rakyat berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat 
sekaligus memperkokoh pelaksanaan checks and balances Dewan 
Perwakilan Rakyat. Dalam ketentuan itu dipertegas fungsi DPR, yaitu 
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas 
kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan 
membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan 
DPR untuk membahas (termasuk mengubah) RAPBN dan menetapkan 
APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam 
hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan Presiden, karena apabila DPR 
tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, maka pemerintah 
menjalankan APBN tahun yang lalu. Sedangkan fungsi pengawasan 
adalah kedudukan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap 
kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 
oleh Presiden. Penegasan fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR 
dalam ketentuan ini akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR 
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dalam ketentuan ini akan sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR 
sehingga semakin berfungsi sesuai harapan dan tuntutan rakyat. 
3.  Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat 
 Selain tugas dan wewenang sebagaimana tersebut diatas, DPR 
juga mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-
undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2013 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
menyatakan DPR mempunyai hak:43 
1. Interpelasi  
2. Angket 
3. Menyatakan Pendapat 
 Sedangkan hak anggota DPR RI sebagaimana yang tersebut 
dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 
tahun 2003 tentanf Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:44 
1. Mengajukan rancangan undang-undang 
2. Mengajukan pertanyaan. 
3. Menyampaikan usul dan pendapat. 
4. Memilih dan dipilih. 
5. Membela diri. 
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8. Keuangan dan administratif. 
a. Hak Mengajukan Pertanyaan 
Hak mengajukan pertanyaan dapat dilakukan secara tertulis atau 
secara lisan. Hak mengajukan pertanyaan ini diatur didalam Pasal 
192 sampai dengan pasal 194 Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 
08/DPR RI/I/2005-2006 tertanggal 27 september tahun 2005.45 
b. Hak Interpelasi/Meminta Keterangan 
Berdasarkan tatib DPR Pasal 174 ayat 1, undangan menjawab 
pertanyaan DPR memang ditujukan kepada Presiden. Ayat 2 
kemudian menyebut, terhadap keterangan Presiden, anggota DPR 
dapat mengajukan pendapat. Lalu, berdasarkan ayat 3, Presiden 
memberikan jawaban. Perbedaan pendapat terjadi pada ayat 4. 
Ayat tersebut menyatakan keterangan dan jawaban Presiden dapat  
diwakilkan kepada menteri. Sebagian anggota DPR menyatakan 
bahwa ayat itu hanya berlaku untuk keterangan Presiden saat 
menjawab pertanyaan dari anggota DPR, artinya saat siadang 
memasuki sesi tanya jawab. Sedangkan untuk keterangan awal 
atau pertama atas interpelasi harus disampaikan langsung oleh 
Presiden. Sementara sebagian anggota DPR lainnya, berpendpata 
keta keterangan dan jawaban pada ayat 4 berlaku buntuk semua 
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tahap interpelasi. Dalam tahap Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Tata 
Negara, hak meminta keterangan kepada Presiden disebut hak 
interpelasi dewan, yaitu hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
meminta keterangan kepada Presiden  tentang suatu kebijakan 
(policy) pemerintahan.46 
c. Hak Angket/Mengadakan Penyelidikan 
Hak angket lazimnya disandingkan dengan hak penyelidikan. 
Pemakaian istilah hak penyelidikan sebaiknya dihindarkan. 
Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing, tetapi telah 
diterima sebagai istilah ketatanegaraan didalam Bahasa Indonesia. 
Penggunaan istilah penyelidikan dapat menimbulkan salah 
pengertian. Istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam 
mengungkapkan dugaan telah terjadinya perbuatan pidana, 
sebagai terjemahan dari opsporing(Belanda). Hak angket dapat 
digunakan untuk suatu fact finding atau untuk merumuskan suatu 
kebijakan. Hak Angket atau hak Mengadakan Penyelidikan diatur di 
dalam pasal 176 sampai dengan pasal 183, Peraturan Tata Tertib 
DPR RI No.08/DPR RI/I/2005.2006, tertanggal  27 September 
2005.47 
d. Hak Menyatakan Pendapat 
Hak menyatakan pendapat atau lazim  disebut Resolusi Palemen. 
Dalam sistem parlementer, pernyataan pendapat dapat sebagai 
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langkah awal menuju interpelasi dan seterusnya. Pernyataan 
pendapat dapat juga berupa dukungan politik terhadap suatu yang 
dilakukan atau mesti dilakukan pemerintah. Hak menyatakan 
pendapat diatur di dalam Pasal 184 sampai dengan pasal 190, 
Peraturan Tata TertibDPR RI No.08/DPR RI/I/2005.2006 tertanggal 
27 September 2005. Hak menyampaikan pendapat perlu dibedakan 
antara menyampaikan atau menyatakan pendapat sebagai hak 
DPR dan Hak anggota DPR. Hak anggota menyampaikan 
pendapat serupa dengan Hak mengajukan pertanyaan dan hak 
menyampaikan usul. Menyampaikan pendapat dapat diajukan 
secara lisan atau tertulis dan tidak harus kepada Presiden, 
melainkan dapat diajukan kepada menteri atau pejabat pemerintah 
lainnya.48   
e. Hak Menyampaikan Usul 
Hak menyampaikan usul adalah Usul mengenai orang untuk 
mengisi jabatan kenegaraan yang memerlukan persetujuan atau 
pertimbangan DPR. Dalam prakteknya hal ini jarang terjadi karena 
usul semacam itu dilakukan melalui fraksi. Suatu perbuatan dapat 
diartikan sebagai usul, apabila dilakukan melalui tatacara tertentu 
sesuai dengan peraturan yang berlaku (antara lain Peraturan Tata 
Tertib DPR). Mengusulkan sesuatu melalui keterangan pers, 
diseminar atau pertemuan lainnya, tidak termasuk dalam hak 
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menyampaikan usul. Hak menyampaikan usul diatur didalam pasal 
184 sampai dengan pasal 195, Peraturan Tata Tertib DPR RI 
No.08/DPR RI/I/2005.2006 tertanggal 27 September 2005. Sejauh 
mana hak-hak tersebut lebih lanjut dapat dipergunakan atau 
dilaksanakan oleh DPR dalam rangka pengawasan, tentu sangat 
tergantung pada sistem politik yang berlaku, disamping kualitas 
DPR itu sendiri dan juga partisipasi masyarakat. Hal penting yang 
perlu diingat ialah, bahwa suatu negara hukum (Rechtsstaat) yang 
bertujuan hendak mewujudkan suatu kehidupan negara 
kemakmuran, dan karenanya sistem pemerintahan negara 
dijalankan dengan pembagian kekuasaan yang memberikan 
eksekutif berperan besar sekali, jelas membutuhkan konsep yang 
kuat dalam bidang pengawasan oleh DPR.  
4. Tata Tertib DPR 
 Bahwa dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang 
demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia memandang perlu memiliki Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib yang mengatur 
susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, 
wewenang, dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
beserta alat kelengkapannya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang 
nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik  Indonesia tentang Tata Tertib. 
1. Fungsi DPR 
Berdasarkan  Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata 
Tertib dimana fungsi DPR diatur pada pasal : 
1. Pasal 4 
1. DPR mempunyai fungsi:  
a. legislasi;  
b. anggaran; dan  
c. pengawasan.  
2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 
dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
2. Pasal 5  
1. Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku 
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.  
2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan 
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 
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Presiden.  
3. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang dan APBN. 
2. Wewenang DPR 
Berdasarkan  Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata 
Tertib dimana wewenang DPR diatur pada pasal : 
1. Pasal 6  
a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama. 
b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 
terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang 
diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. 
c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh 
Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD 
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan 
Presiden. 
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-
undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 
42 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 
e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas 
rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh 
Presiden. 
f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 
disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 
g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan 
perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. 
h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu 
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi 
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara 
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
undang.  
i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian 
amnesti dan abolisi. 
j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 
mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar 
negara lain. 
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k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan 
DPD. 
l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan 
dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.  
m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 
Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 
Presiden. 
n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya 
kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. 
3. Tugas DPR 
Berdasarkan  Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata 
Tertib dimana tugas DPR diatur pada pasal : 
1. Pasal 7 
a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan 
prolegnas. 
b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan 
undang-undang. 
c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah. 
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d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 
APBN, dan kebijakan pemerintah.  
e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 
disampaikan oleh BPK. 
f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset 
negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang 
berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait 
dengan beban keuangan negara. 
g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat.  
h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. 
E. Perancangan Perundang-Undangan 
1. Pengertian Perancangan Perundang-Undangan 
Undang-undang (gezets) adalah dasar dan batas bagi kegiatan 
pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas 
hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan 
hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. Menurut pendapat Peter 
Badura,49 dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-
undang ialah produk yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
                                                          
     49 Yuliandri, 2013, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik 
(Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan), Rajawali Pers; Jakarta. hlm. 25. 
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negara (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan 
pertama). 
Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan 
terjemahan dari wettelijke regeling. Kata wettelijk berarti sesuai dengan 
wet atau berdasarkan wet. Kata wet pada umumnya diterjemahkan 
dengan undang-undang dan bukan dengan undang. Sehubungan dengan 
kata dasar undang-undang, maka terjemahan wettelijke regeling ialah 
peraturan perundang-undangan.50 
Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya 
ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat 
umum dalam arti luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan 
tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku 
yang bersifat dan mengikat secara umum.51 Bersifat dan berlaku secara 
umum, maksudnya tidak mengidentifikasikan individu tertentu, sehingga 
berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang 
terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Pada 
kenyataannya, terdapat juga peraturan perundang-undang seperti 
undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, objek 
tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara 
umum pada saat ini sekedar menunjukkan tidak menentukan secara 
konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.52 
Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya “Rechtsgeleerd 
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handwoordenboek,” perundang-undangan atau getgeving/gezetgebung 
mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: 
“Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses 
membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun 
ditingkat daerah, Perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan 
negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di 
tingkat pusat maupun di tingkat daerah”.53 
2. Teori Perancangan Perundang-Undangan 
Sehubungan dengan jamaknya problematika dalam proses 
pembentukan undang-undang, para sarjana belanda (Dutch scholars) 
kemudian mengembangakan pemikiran tentang pembentukan undang-
undang yang efektif, agar tujuan pembentukan undang-undang dapat 
tercapai. Beberapa teori tentang pembentukan undang-undang (theoris of 
lawmaking), di antaranya ialah yang dikemukakan oleh jan michiel Otto 
dan kawan-kawan.54 
Pemikiran Otta, dkk., mencoba mengarahkan teori pembentukan 
undang-undang kepada “the socio-legal concept of real legal certainty.”55 
Di dalamnya  terdiri atas lima elemen pencapaian kepastian hukum yang 
nyata, yaitu:56 
1. a lawmaker had laid down clear, accessible and realistic rules; 
2. the administration follows these rules and induces citizens to do the 
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47 
same; 
3. the majority of people accept the rules, in principle, as just; 
4. serious conflicts are regulary brought before independent and impartial 
judges who decide cases in accordance with those rules; 
5. these decisions are actually complied with defining objectives of law 
and development projects in these terms could help improving their 
effectiveness.  
Selanjutnya, Otto dkk, membahas tentang permasalahan 
pembuatan undang-undang di negara berkembang, yang dibedakan 
menjadi dua bagian: 
1. A first set of problems has to do with the roles and legitimacy of 
lawmakers and of the lawmaking process as such. 
2. The second set of problems relates to the effetiveness of legislation in 
society.57 
Kedua jenis masalah tentang pembuatan undang-undang tersebut, 
dibahas secara gamblang dengan menyatakan bahwa: “members of 
legislatures often lack knowledge for and interest in their key task, 
lawmaking.”58 
Pandangan yang diberikan Otto, dkk ini, setidaknya dapat dipakai 
sebagai perbandingan dalam mengukur kualitas pembentukan undang-
undang di Indonesia. Lebih lanjut, berkaitan dengan “legislative theories”, 
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Otto, dkk, membedakan bahasan teori legislasi kedalam tiga kategori:59 
1. Theories on the  lawmaking process it self; 
2. Theories on the social effects of laws that are enacted; 
3. Theories on internationally driven law reform. 
Menurut  Otto, dkk., teori tentang pembentukan undang-undang 
(legislative theories) memungkinkan untuk mengenali faktor-faktor relevan 
yang memengaruhi kualitas hukum (the legal quality) dan subtansi 
undang-undang (the content of the law). Teori-teori tersebut meliputi:60 
1. the synoptyc policy-phases theory; 
2. the agenda-building theory; 
3. the elite ideology theory; 
4. the bureau-politics theory or organistional politics theory; 
5. the four rationalities theory. 
Diantara kelima macam teori pembentukan undang-undang 
tersebut, “the agenda-building theory” kira sesuai memiliki kesamaan 
dengan situasi dan kondisi pembentukan hukum di Indonesia, yang pada 
umumnya memiliki karakteristik “a bottom up approach.” Dalam kaitan 
tersebut Otto, dkk., mengemukakan bahwa: 
“The agenda-building theory clarifies that the lawmaker is not one 
single central actor, but the lawmaking is a long, complex transformation-
process upon which many different actors factors can have an impact.”61 
Dengan demikian, “the agenda-building theory” mengandung 
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persamaan unsur-unsur dengan proses pembentukan undang-undang di 
Indonesia, mengingat bahwa: “It conceives lawmaking not as a well-
organised and directed process but rather as the outcome of a 
societalprocess in which different parties with different ideas and interests 
clash.” 
Berkait dengan hal tersebut, dapat dicermati, bahwa banyaknya 
perangkat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk Daftar 
Program Legislasi Nasional ( Prolegnas 2005-2009), namun di antarannya 
terdapat RUU yang terkesan tidak memiliki relevansi dan terjadi tumpang 
tindih pengaturan satu dengan lainnya, tanpa adanya agenda yang jelas, 
dan sinergis satu sama lain.  
Menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang 
menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat 
digunakan tiga landasan dalammenyusun undang-undang, yaitu: pertama, 
landasan yuridis (juridische gelding);62 kedua, landasan sosiologi 
(sociologische gelding);63 dan ketiga, landasan filosofis.64 Pentingnya 
ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar 
undang-undang yang dibentuk, memiliki kaidah yang sah secara hukum 
(legal validity), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan 
diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang 
panjang.65  
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Menurut Jimly Asshiddiqie, berkaitan dengan landasan 
pembentukan undang-undang, dengan melihat dari sisis teknis 
pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang 
haruslah tergambar dalam “konsiderans” suatu undang-undang. Dalam 
konsiderans suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang 
baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut, 
yaitu terdiri dari 
Pertama, landasan filosofis. Undang-undang selalu mengandung 
norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat 
kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak 
diarahkan. Kedua, landasan sosiologis. Bahwa setiap norma hukum yang 
dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan 
kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan 
realitas kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, landasan politis. Bahwa 
dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem rujukan 
konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam 
UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik 
hukumyang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. 
Keempar, landasan yuridis. Dalam perumusan setiap undang-undang, 
landasabn yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsideran 
“mengingat.” Kelima landasan administratif. Dasar ini bersikap “fakultatif” 
(sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang 
mencantumkan landasan ini. Dalam teknis pembentukan undang-undang, 
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biasanya landasan dimasukkan dalam konsiderans “memerhatikan.” 
Landasan ini berisi penvantuman rujukan dalam hal adanya pemerintah 
untuk mengatur secara administratif.66 
Jika kelima landasan terpenuhi oleh setiap proses dan subtansi 
pembentukan perundang-undangan, kiranya keseluruhan undang-undang 

















                                                          




A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang 
berhubungan dengan substansi penelitian, kemudian dihubungkan 
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan 
(statute aprroach), pendekatan konseptual (conseptual aprroach), 
pendekatan kasus (case aprroach) dan pendekatan komparatif 
(comparative aprroach).67 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah data yang terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah sidang 
pembentukan perundang-undangan. 
2.  Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dengan 
wawancara yang dilakukan langsung dengan responden yang 
dapat mewakili beberapa sumber dalam hal ini adalah Tenaga Ahli 
Anggota DPR RI dan beberapa pakar hukum. 
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C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh 
prosedur sebagai berikut68 : 
1. Studi kepustakaan  
    Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami 
berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Studi Lapangan  
    Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan 
mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. 
D. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang telah terkumpul akan di kumpulkan dengan 
baik secara primer dan sekunder dan tersusun secara sistematis 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu 
mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta 
pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai 
lembaga yang menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat 
mempunyai tata tugas dan fungsi yang sangat strategis, terutama 
dalam peningkatan dan pengembangan demokrasi di indonesia. Salah 
satu tolak ukur tingkat perkembangan di indonesia dapat dilihat dari 
sejauhmana DPR telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 
sesuai dengan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. 
Amandemen UUD 1945  telah menempatkan DPR, pada 
kedudukan yang strategis dan signifikan dalam pembentukan undang-
undang. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 amandemen pertama 
menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang. Selain itu Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 
amandemen kedua menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 
Seiring dengan pergeseran paradigma kekuasaan dan 
kewenangan dari eksekutif ke legislatif, tuntutan dan harapan 
masyarakat terhadap pemenuhan aspirasi mereka semakin kuat, 
sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja DPR. Dalam rangka 
memaksimalkan dukungan keahlian DPR RI dapat merekrut Tenaga 
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Ahli yang nantinya dapat diperbantukan untuk memberi dukungan 
keahlian. Dan selanjutnya dalam rangka memberikan dukungan 
keahlian kepada Anggota Dewan, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi 
di DPR RI maka Tenaga Ahli berkoordinasi dengan Sekretariat 
Jenderal DPR RI. 
1. Kedudukan Tenaga Ahli  
Berdasarkan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 81/PIMP/I/2009-2010 tentang Pedoman Umum 
Rekrutmen Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat : 
a. Tenaga Ahli Anggota Dewan  
Tenaga Ahli Anggota Dewan berkedudukan sebagai salah unsur 
pemberi dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugasnya berada 
dan bertanggung jawab langsung kepada Anggota Dewan. Dalam 
melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Anggota Dewan 
berkoordinasi dengan sekretariat jenderal DPR RI. 
b. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan 
Tenaga Ahli Alat Klengkapan Dewan berkedudukan sebagai salah 
unsur pemberi dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugasnya 
berada dan bertanggung jawab langsung kepada Alat Kelengkapan 
Dewan. Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Alat 




c. Tenaga Ahli Fraksi 
Tenaga Ahli Fraksi berkedudukan sebagai salah unsur pemberi 
dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugasnya berada dan 
bertanggung jawab langsung kepada Fraksi. Dalam melaksanakan 
tugasnya Tenaga Ahli Fraksi berkoordinasi dengan sekretariat 
jenderal DPR RI 
2. Dasar Hukum Tenaga Ahli 
Dasar hukum Tenaga Ahli yaitu : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD 
dan DPRD. 
c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 
d. Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
3. Persyaratan Tenaga Ahli 
Tenaga Ahli yang akan direkrut harus terlebih dahulu mengikuti 
persyaratan yang telah diatur pada Pasal 9 Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia : 
1. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
bagi calon Tenaga Ahli Anggota ialah:  
a. Berpendidikan S2 dengan IPK paling rendah 3,00 dari perguruan 
tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar 
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negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi 
perguruan tinggi secara nasional atau paling rendah S1 dan 
berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;  
b. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  
c. Dapat mengoperasikan komputer, baik aplikasi office maupun 
internet;dan  
d. Tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan 
Anggota yang bersangkutan sampai dengan derajat ketiga. 
 
2. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
bagi calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan meliputi:  
a. Berpendidikan paling rendah S2 dengan IPK paling rendah 3,00 
dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau 
perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang 
melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional. 
b. Menguasai bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan 
dengan menunjukkan hasil tes TOEFL paling rendah 500 (lima 
ratus) yang dikeluarkan oleh institusi resmi paling lama 1 (satu) 
tahun terakhir, khusus untuk dukungan keahlian di Badan Kerja 
Sama Antar-Parlemen dengan menunjukkan hasil tes TOEFL 
paling rendah 550 (lima ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh 
institusi resmi paling lama 1 (satu) tahun terakhir;  
c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  
d. Dapat mengoperasikan komputer, baik aplikasi office maupun 
internet;  
e. Tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan 
Anggota dari Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan sampai 
dengan derajat ketiga;  
f. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang DPR dan 
keparlemenan; dan  
g. Mengikuti penilaian bagi calon Tenaga Ahli yang dilakukan oleh 
lembaga penilai. 
  
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
bagi calon Tenaga Ahli Fraksi meliputi:  
a. Berpendidikan paling rendah S2 dengan IPK paling rendah 3,00 
dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau 
perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang 
melakukan akreditasi perguruan tinggi secaranasional atau S1 
dengan pengalaman khusus di bidang tertentu paling singkat 5 
(lima) tahun;  
b. Memiliki kemampuan menganalisis permasalahan/isu strategis 
dalam bentuk lisan dan tulisan;  
c. Menguasai bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan 
dengan menunjukkan hasil tes TOEFL dengan nilai paling rendah 
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450 (empat ratus limapuluh) yang dikeluarkan dari institusi resmi 
paling lama 1 (satu) tahun terakhir;  
d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  
e. Dapat mengoperasikan komputer, baik aplikasi office maupun 
internet;dan  
f. Tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan 
Anggota Fraksi yang bersangkutan sampai dengan derajat ketiga. 
Calon Tenaga Ahli yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti 
proses seleksi yang dilakukan Sekertaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. Dimana prosedur rekrutmen Tenaga Ahli telah 
diatur di  Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi 
















B. Fungsi Tenaga Ahli Anggota DPR RI terhadap pembentukan 
undang-undang 
Tenaga Ahli Anggota Dewan adalah sebagai salah satu unsur yang 
memberi dukungan keahlian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada 
dan bertanggungjawab langsung kepada Anggota Dewan. Dalam 
menjalankan tugasnya Tenaga Ahli Anggota Dewan berkoordinasi dengan 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
1. Pembentukan Undang-Undang 
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori 
jenjang hukum (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. 
Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma 
hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata 
susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan 
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai 
pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat 
hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma Dasar 
merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi 
dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu 
ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang 
merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, 
sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed.69  
                                                          
69 Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi 
Muatan. Kanisius, Yogyakarta, hlm 41. 
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Dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki 
peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan 
yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai 
tingkatan lebih rendah. Pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:      
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
d. Peraturan Pemerintah. 
e. Peraturan Presiden. 
f. Peraturan Daerah Provinsi.  
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  
Di samping jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang 
disebutkan diatas, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur 
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut: 
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagai-
mana dimaksud  dalam  Pasal  7 ayat  (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah, Mahkamah Agung, 
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Mahkamah  Konstitusi, Badan  Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 
yang  dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 
perintah  Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 
2. Tugas Tenaga Ahli Anggota 
Tugas  Tenaga Ahli Anggota Dewan telah diatur didalam Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia. Pada pasal 29 mengatakan tugas 
Tenaga Ahli Anggota Dewan adalah 
a. Mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau Alat Kelengkapan 
Dewan dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup.  
b. Menyusun telaah, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang 
berkembang di daerah pemilihan Anggota.  
c. Menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang 
legislasi, anggaran, dan pengawasan. 
d. Menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja Anggota. 
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e. Mendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke 
daerah pemilihan.  
f. Membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan 
pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja. 
g. Menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Anggota. 
h. Mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi 
kinerja DPR.  
i. Memberikan masukan kepada Anggota. 
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara 
berkala. 
3. Fungsi Tenaga Ahli Anggota dalam Pembentukan Undang-
Undang 
Berdasarkan wawancara kepada bapak Bachtiar Ma’ruf selaku 
Tenaga Ahli Anggota menjelaskan fungsi Tenaga Ahli Anggota DPR RI 
bahwa pada prinsipnya lebih terkonsentrasi pada tugas-tugas anggota 
secara keseluruhan, baik terkait aspirasi, pengawasan maupun data-data 
objektif dan subjektif sebagai bahan untuk Anggota Dewan dalam 
memandang suatu permasalahan dalam sebuah lembaga termasuk untuk 
bahan pertimbangan dalam memandang sebuah rancangan undang-
undang.70 Seperti yang telah dikemukakan oleh salah satu Tenaga Ahli 
Anggota bahwa tugas Tenaga Ahli Anggota hanya memberikan saran dan 
pendapat dalam memandang suatu permasalahan dalam sebuah lembaga 
                                                          
70 Wawancara Tenaga Ahli Anggota DPR RI, 14 Juli 2016 
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termasuk untuk bahan pertimbangan dalam memandang sebuah 
rancangan undang-undang disamping itu Badan Legislasi bekerja sama 
dengan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan mempunyai peran yang 
























1. Kedudukan Tenaga Ahli secara tegas telah diatur didalam 
peraturan perundang-undangan. Tetapi faktanya masih ada Tenaga 
Ahli yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 
dikarena rekrutmen yang dilaksanakan tidak sesuai syarat yang  
telah ditentukan pada undang-undang.  
2. Fungsi Tenaga Ahli Anggota terhadap pembentukan undang-
undang tidak atur secara khusus didalam perundang-undangan. 
Sehingga Tenaga Ahli Anggota hanya memberikan saran dan 
pendapat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dalam pembentukan undang-undang. 
B. Saran 
1. Disarankan kepada Sekertaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk lebih transparan dalam hal perekrutan 
Tenaga Ahli sehingga proses rekrutmen berjalan sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku . 
2. Disarankan untuk perlunya ditambahkan fungsi Tenaga Ahli 
Anggota dalam pembentukan undang-undang sehingga apa yang 
menjadi fungsi dari Tenaga Ahli Anggota dalam pembentukan 
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